Menimbang : a.

Mengingat

. 1.

SALINAN

— 7
-4/‘;,_ .-"\§’

N

TR

BUPATI NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017
BUPATI NUNUKAN,

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2017;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah
merupakan pedoman untuk penyusunan APBD yang
bersifat menyeluruh dalam menyusun kegiatan tahun
2017 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Nunukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-
2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008
Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011-
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Bupati adalah Bupati Nunukan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun yang memuat
rancangan kerangka pembangunan daerah yang berskala prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun mendorong
partisipasi masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nunukan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan
Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan
kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan
pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten
Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannnya dalam kurun
waktu perencanaan.

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis serta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya didasarkan
aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



13. Penataan ruang adalah Proses perencanaan, pemanfaatan ruangan
dan pengendaliannya.

14. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang,
baik direncanakan maupun tidak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Penyusunan RKPD ini adalah :

a.

d.

menjadi dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan
pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
APBD Tahun 2017;

menjadi bahan acuan seluruh komponen penyelenggara
pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah dan
masyarakat, Kkhususnya yang berkaitan dengan kegiatan
pemberdayaan dan pelayanan publik;

menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD dalam
rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian antar program-
program pembangunan; dan

menciptakan kepastian kebijakan, sebagai komitmen bersama
yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif.

(2) Tujuan Penyusunan RKPD ini adalah :

a.

b.

Rujukan Utama dalam penyusunan Arah Kebijakan APBD
Kabupaten Nunukan Tahun 2017;

Rujukan Utama dalam Penyusunan dan Penetapan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan

. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Tahun 2017.

Pasal 3

(1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1
(satu) tahun yaitu tahun 2017, yang berisi program dan kegiatan yang
merupakan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Nunukan.

(2) Substansi dan cakupan RKPD dalam bentuk program dan kegiatan
yang akan dibiayai oleh APBD dan digunakan sebagai pedoman
penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun
anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4

(1) Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Nunukan  Tahun 2017
disusun sebagai berikut :

a.
b.

C.

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
capaian kinerja Penyelenggaran Pemerintahan

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah;

BAB IV : Prioritas dan sasaran Pembangunan;

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan

BAB VI : Penutup.



(2) Dokumen RKPD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Uraian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II
dan lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

TOMMY HARUN
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, K@ﬂﬁg@\an Hukum




